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B. RINGKASAN 
Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, 
dan luaran yang ditargetkan 

[Pengelolaan kawasan perbatasan merupakan masalah yang sangat 

kompleks. Ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, 

pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan lingkungan 

hidup dan sosial budaya masyarakat setempat. Untuk itu dituntut kapasitas badan 

pengelola yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas melalui 

kemitraan multipihak berbasis ICT menjadi inovasi kebijakan yang agile tanpa 

menabrak peraturan. Mengingat BNPP sangat terbatas kewenangannya hanya 

sebagai badan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS). Ada 

masalah kesenjangan antara kompleksitas masalah pengelolaan kawasan 

perbatasan dengan kemampuan BNPP dalam mengelola. 

Urgensi penelitian ini adalah strategi kemitraan multipihak dengan 

memanfaatkan ICT mendorong berkembangnya kapasitas organisasi tanpa 

melanggar peraturan yang berlaku. Organisasi mampu menjalankan fungsi-

fungsinya, kinerja meningkat dan masyarakat kawasan perbatasan sejahtera, 

aman, dan lingkungan hidup lestari. Kemitraan multipihak dapat melengkapi 

kekurangan sumberdaya, pertukaran data, transfer teknologi serta memotivasi 

pihak internal agar mempunyai komitmen tinggi demi kesuksesan program dan 

proyek, pembuatan keputusan, penetapan tujuan organisasi, maupun penetapan 

sasaran strategis. ICT dapat menjadi instrumen mempermudah kemitraan tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena kawasan 

perbatasan Kalimantan dan kapasitas BNPP; menganalisis makna kemitraan 

multipihak; mengidentifikasi manfaat ICT; menganalisis kausalitas kemitraan 

multipihak dengan meningkatnya kapasitas BNPP dalam menjalankan fungsinya. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus 

pada analisis strategi pengembangan kapasitas melalui kemitraan multipihak 

dengan memanfaatkan ICT. Pengumpulan data dilakukan dengan survei lapangan, 

studi dokumen dari sumber-sumber yang valid, wawancara mendalam kepada 

informan dari BNPP, kementerian dan lembaga-lembaga mitra, baik pemerintah 

maupun non-pemerintah. Teknik analisis data kualitatif dilakukan menggunakan 

model Miles, Huberman & Saldana yakni dengan melakukan pengumpulan data, 

display data, reduksi data, dan verifikasi data/penyimpulan. 

Luaran penelitian menghasilkan model pengembangan kapasitas 

organisasi melalui kemitraan multi-pihak berbasis ICT. Model ini memiliki kesiapan 

teknologi TKT 1. Luaran artikel dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi 



Scopus 3 yakni Journal of Borderlands Studies, artikel jurnal nasional Sinta 2 serta 

buku ber-ISBN. 

.] 

C. KATA KUNCI 
Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;) 
[Kemitraan; ICT; Kapasitas; BNPP; Perbatasan] 

D. PENDAHULUAN 
Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan 
permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan 
kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis 
berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. 

[1. Latar Belakang 

Masalah-masalah kawasan perbatasan terlalu kompleks, beragam dan rumit 

menjadi tantangan besar untuk ditangani oleh satu individu atau organisasi. Untuk 

mengatasi kompleksitas masalah, sering kali memerlukan kemitraan multipihak 

(KMP) karena tidak ada satu pun aktor (seperti dunia usaha atau pemerintah) yang 

mampu menyelesaikannya sendirian (1–3). Kemitraan ini biasanya terbentuk ketika 

masalah sosial dianggap terlalu kompleks dan beragam untuk satu organisasi atau 

sector penanganannya sendiri, sehingga memerlukan aksi bersama lintas 

sektor.(4,5). Bersifat lintas sektor karena kemitraan memiliki lebih dari satu mitra 

dari masing-masing sektor bisnis, pemerintah, dan nirlaba. Kemitraan multi-

multipihak besar dapat membangun kapasitas dengan mengembangkan dan 

memanfaatkan beragam perspektif dan sumber daya dari organisasi mitra menjadi 

pendekatan inovatif yang semakin populer untuk mengatasi masalah publik (6). 

Kemitraan multi-pihak dirancang untuk mengatasi dan memprioritaskan masalah 

sosial, sehingga sulit untuk menentukan nilai proposisi untuk setiap mitra 

tertentu.(7).  

Kemitraan multi-pihak menjadi pendekatan yang makin popular untuk mengatasi 

masalah-masalah social. Karena kemitraan multipihak dapat meningkatkan 

kapasitas dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan berbagai macam 

perspektif dan sumber daya organisasi mitra. Dengan bergabung dalam kemitraan 

multi-pihak, dan membantu mencapai tujuan keberlanjutan kolaboratif. Ada relasi 

antara hubungan kemitraan dengan hasil nilai tambah kemitraan baik kuantitatif dan 

kualitatif.(8) Menurut Valdellon (2017), banyak manfaat atau nilai tambah berusaha 

untuk mengkonfirmasi dan mengartikulasikan bahwa kemitraan secara keseluruhan 

menghasilkan lebih dari apa yang seharusnya dihasilkan dari organisasi mitra yang 

beroperasi secara independen. (9). 



BNPP memiliki keterbatasan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan 

perbatasan. Menurut UU No.43/2008 dan Perpres No.12/2010, BNPP merupakan 

lembaga struktural dan permanen dengan tugas menetapkan kebijakan program 

pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; 

mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan 

terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Tugas 

tersebut mencerminkan fungsi manajerial tanpa kewenangan eksekusi. BNPP 

sekedar lembaga koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi (KISS) kebijakan. 

Pelaksana pembangunan kawasan perbatasan adalah lembaga teknis sesuai 

dengan tupoksinya. Dengan demikian, BNPP tidak memiliki kapasitas perencanaan, 

teknis, dan evaluasi. Kompleksitas masalah pemgelolaan kawasan perbatasan 

pada dasarnya adalah egoism birokrasi.(10). 

Sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas suatu organisasi bisa dari dalam 

maupun dari luar. (11,12). Sumberdaya internal berasal dari kompetensi sumber 

daya manusia, anggaran, budaya organisasi, komunikasi, koordinasi dalam 

organisasi. Sedangkan sumber daya eksternal berasal dari kemampuan 

memanfaatkan sumber daya luar organisasi untuk mencapai tujuan bersama seperti 

membangun jaringan, kerjasama, kemitraan dan sebagainya. Sistem yang berlaku 

menjadi faktor berpengaruh kapasitas. Untuk itu, model kombinasi relasional dan 

atribut dapat menjadi alternative peningkatan kapasitas (13,14). 

Persoalan manajerial dalam pengelolaan perbatasan terpusat pada masalah 

kelembagaan, pendekatan pembangunan dan integritas sumberdaya manusia, 

antara lain (a) ketidakjelasan kewenangan pengelolaan; (b) bersifat parsial, adhoc, 

tidak terintegrasi, kurang terarah dan tidak terukur; (c) rendahnya keberpihakan 

(affirmative action) dari sektor terkait (15). Isu-isu tersebut menjadi salah satu 

problem focus dalam pengelolaan perbatasan negara, sehingga perlu penguatan 

kapasitas pengelola perbatasan dengan pilihan pendekatan pembangunan yang 

tepat dan dilaksanakan oleh personil yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi. 

Keterbatasan kapasitas BNPP dalam menjalankan tugas dan fungsi baik 

keterbatasan atribut (internal) dan keterbatasan koordinasi jaringan luar (eksternal) 

karena kewenangannya terbatas pada KISS (16). Apalagi kedudukan BNPP 

lembaga berada di bawah kementerian Dalam Negeri yang harus 

mengoordinasikan gubernur, bupati/walikota, kementerian lain yang memiliki 

kedudukan sama, lembaga-lembaga negara lain bahkan menteri koordinator. Aktor-

aktor memiliki tugas dan fungsi masing-masing di satu sisi, namun harus 



menyesuaikan diri dengan perencanaan dari BNPP. Ketidakpatuhan terhadap 

rencana BNPP juga tidak ada sanksi apapun. 

Rumusan Masalah: 

Bagaimana fenomena dan kondisi eksisting kawasan perbatasan Kalimantan-

Serawak? Apakah BNPP memiliki kapasitas yang memadahi dalam pengelolaan 

kawasan perbatasan? Mengapa kemitraan multi-pihak berbasis ICT dapat 

meningkatkan kapasitas BNPP? 

 

2. Pendekatan Dan Penyelesaian Masalah 
Kedudukan dan kewenangan BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan 

terbatas pada perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. Implementasi teknis dimiliki 

oleh pihak eksternal kementerian/lembaga lain dan OPD Provinsi dan kabupaten. 

Selain itu, secara internal atribut yang dimiliki juga sangat terbatas seperti 

kompetensi SDM, anggaran, teknologi, komunikasi dan koordinasi.  

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satu alternative yang ditawarkan 

adalah meningkatkan kapasitas BNPP, baik internal dan eksternal (kombinasi 

sumberdaya kapasitas). Pendekatan kemitraan multi-pihak dengan kebijakan agile 

memanfaatkan ICT dapat menjadi salah satu alternative. Karena sesuai tugas dan 

fungsi BNPP, pihak-pihak yang bermitra akan mengimplementasikan program dan 

kegiatan yang sudah direncanakan. Kemitraan juga akan menimbulkan burden-

sharing dalam pembiayaan pembangunan kawasan perbatasan.  

 

Gambar 1: Model Pendekatan dan Solusi 
Sumber: Peneliti, 2024 
 



3. State of The Art dan Kebaruan 

Kemitaraan multipihak menjadi salah satu cara alternatif yang dilakukan 

untuk mencapai sebuah tujuan untuk pembangunan berkelanjutan (17). Dalam 

analisis multipihak, bukan sekedar mengidentifikasi peran para pihak namun juga 

harus memahami sifat dari kepentingan, kekuasaan, legitimasi dan keterkaitan satu 

sama lain (18). Kepentingan pihak hakikatnya sifat besaran keuntungan atau 

manfaat yang diperoleh dari kemitraan. Kekuasaan pihak terkait dengan 

kemampuan menggunakan sumberdaya untuk suatu kegiatan. Kemitraan ingin 

mencapai tujuan praktis bersama, menggabungkan kompetensi inti, dan berbagi 

risiko, tanggung jawab, sumber daya, biaya dan manfaat (19). Perspektif kemitraan 

sebagai instrumen integratif (20) untuk memajukan tujuan tertentu, membuat proses 

menjadi lebih efektif, dan bertujuan memberikan rekomendasi.  

Kapasitas adalah kemampuan untuk melakukan fungsi, memecahkan 

masalah, menyusun dan mencapai tujuan (21); kemampuan individu, organisasi 

atau sistem untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif sehingga tujuan 

tercapai (22,23); kemampuan menyusun dan mengalokasikan sumber daya langka 

yang diperlukan untuk membuat pilihan kolektif yang cerdas tentang dan 

menetapkan arah strategis untuk tujuan public (24), fungsi “menganyam” 

pemerintahan modern, kemampuan menggabungkan berbagai organisasi dan 

kepentingan bersama untuk membentuk struktur kebijakan yang koheren (25). Jadi, 

kapasitas kebijakan sebagai kumpulan keterampilan dan sumber daya yang 

diperlukan untuk menjalankan fungsi kebijakan. (26)  

Agile (kelincahan, kegesitan) adalah kemampuan organisasi untuk bereaksi 

terhadap perubahan di lingkungannya lebih cepat daripada laju perubahan tersebut 

(27). Agility sebagai kemampuan untuk memenuhi misi dan mengubah keseluruhan 

proses organisasi secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan kombinasi 

koordinasi, kekuatan, keseimbangan, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas 

dengan penerapan teknologi canggih (28). Tata kelola digambarkan sebagai 

sekelompok kemampuan mengarahkan, berdasarkan tiga dimensi: (1) 

perencanaan strategis (2) kontrol dan (3) multi-keterampilan (29,30). Tata kelola 

yang agile tampaknya lebih fokus pada dimensi ketiga: mampu bereaksi terhadap 

perubahan di lingkungan organisasi sehingga tindakan pengarahan yang 

terkoordinasi dapat terjadi lebih cepat daripada laju perubahan.  

Kebaruan penelitian ini adalah kemitraan multi-pihak dengan dukungan tata 

kelola yang agile yang memanfaatkan ICT dapat meningkatkan kapasitas 



organisasi. Kombinasi sumber daya internal dan eksternal menjadi salah satu 

pendekatan baru peningkatan kapasitas organisasi. 

 

4. Roadmad Penelitian 

Ketua tim peneliti dan anggota tim memiliki pengalaman akademis dan empiris 

bidang pengembangan kapasitas, collaborative governance, dan ICT. Beberapa 

publikasi artikel dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini dapat 

pijakan untuk penelitian berikut(31–37). Dalam situasi globalisasi yang penuh 

gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambigu (38–40), agenda penelitian 

selanjutnya adalah model-model tata kelola kemitraan, adaptif dan agile (29) untuk 

mengatasi masalah-masalah di kawasan perbatasan.  

 

Gambar 2: Peta Jalan Penelitian] 

E. METODE 
Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 
kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang 
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu 
yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus 
memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian 
yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan 
penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengen Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

[1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan “complex 

holistic picture in natural setting”(41). Penelitian kualitatif setidaknya menguraikan 6 

(enam) hal yaitu (a) mendalami makna tertentu, (b) memahami dan mendalami 

konteks tertentu, (c) mengidentifikasi fenomena yang belum diantisipasi (d) 

memahami proses yang terjadi di balik fenomena, (e) membangun penjelasan 



kausalitas dan (f) mendeskripsikan pola-pola. (41,42) 

Jenis penelitian ini adalah ekplanatif, karena akan menganalisis proses, konteks, 

pola dan kausalitas positif kemitraan multi-pihak dapat meningkatkan kapasitas 

BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan Kalimantan. Selain itu, peranan dan 

makna ICT juga menjadi focus penelitian. Peneliti berusaha mengungkap meaning, 

argument, filosofi, dan latar belakang sebuah fakta (context), proses yang terjadi di 

balik fenomena, hubungan-hubungan kausalitas, pola-pola atau model atas 

fenomena hubungan kemitraan dengan kapasitas yang menjadi fokus penelitian ini.  

2. Fokus Penelitian.  

Penelitian ini akan berupaya mengatasi masalah kesenjangan antara kapasitas 

BNPP dengan kompleksitas masalah perbatasan. Fokus penelitiannya tentang 

kemitraan multi-pihak dapat dengan tata kelola yang agile dan memanfaatkan ICT 

dapat meningkatkan kapasitas BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan di 

Kalimantan-Serawak. Secara lebih detail adalah untuk mendeskripsikan fenomena 

social, budaya, ekonomi, politik dan keamanan kawasan perbatasan Kalimantan 

dan kapasitas BNPP dalam perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. Menganalisis 

makna kemitraan multi-pihak dengan mengidentifikasi para pihak dan perannya 

dalam pengelolaan perbatasan. Melakukan identifikasi manfaat ICT seabagai 

instrumen tata kelola yang agile. Menganalisis proses dan factor-faktor penyebab 

bahwa kemitraan multi-pihak dapat meningkatkan kapasitas BNPP dalam 

menjalankan fungsinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

kawasan perbatasan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Kantor BNPP Jalan Kebon Sirih 31A, Kb. Sirih, Kec. 

Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, kementerian-kementerian dan lembaga-

lembaga yang menjadi anggota BNPP sebanyak 32 Kementerian/Lembaga 

Pemerintahan Non Kementerian sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. 

Sedangkan survei di kawasan perbatasan berada di Provinsi Kalimantan Barat dan 

Kalimantan Utara. 

 



 

Gambar 3: Peta Kawasan Perbatasan Kalimantan 
Sumber: regional.kompas.com 
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Obyek penelitian berupa domain-domain yang meliputi tempat, actor dan kegiatan. 

Konteks tempat terkait penelitian pengelolaan kawasan perbatasan Kalimantan 

Barat dan Utara, sementara BNPP berada di Jakarta. Pengumpulan data akan 

dilakukan dengan studi kepustakaan, surve, wawancara mendalam dengan 

informan kunci, dan diskusi kelompok terarah. 

a. Penelitian Kepustakaan 

Teknik pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan Studi Kepustakaan (studi 

dokumen) serta studi perbandingan, yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh 

data dengan jalan membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan, 

dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan, 

penelitian, dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang 

dikemukakan.  

 

 



b. Penelitian Lapangan 

 Wawancara mendalam (in-dept interview) yakni dilaksanakan dengan bertatap 

muka langsung dengan informan penelitian. Dalam hal ini, instrumen penelitian 

adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat perekam, kamera, dan alat tulis. 

Tujuannya agar memperoleh data yang akurat terkait masalah penelitian. Informan 

sebanyak 30 orang berasal dari BNPP, anggota kementerian/lembaga non-

kementerian, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi. 

 

Gambar 3: Tahapan Penelitian 
Sumber: Peneliti, 2024 
 

5. Analisis Data  

Secara lebih rinci data yang sudah dikumpulkan, baik dari penelitian kepustakaan 

maupun penelitian lapangan, diolah dan dianalisis secara analisis kritis untuk 

menemukan hubungan kemitraan multi-pihak, pengembangan kapasitas BNPP, dan 

peran ICT dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Teknik analisis data dilakukan 

menurut model Mile, Huberman, dan Saldana.(43). Setelah pengumpulan data 

kualitatif, tahapan analisis data tersebut adalah sebagai berikut:  



Data Reduction yaitu mengurangi data agar sederhana dan relevan dengan 

kebutuhan. Data yang terlalu banyak, bahkan tsunami data akan menyulitkan 

analisis.  

Display data yakni menyajikan data secara lebih menarik, rapi dan sistematis untuk 

memudahkan memahami hasil penelitian. 

Conclusion drawing yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah 

disusun dalam bentuk yang lebih rapi.  

Untuk mengetahui kesahihan atau validitas data, maka digunakan teknik triangulasi 

data. Setiap tahapan dalam analisis data selalu dicek antar tahapan guna 

menghindari bias data. 

 

Gambar 4: Teknik Analisis Data 
Sumber: Mile, Huberman & Saldana, 2014(43) 
 

Tabel 1 
Tujuan, Indikator, Teknik Pengumpulan Data 

 

TUJUAN INDIKATOR Teknik 
Pengumpulan  Data 

Mendeskripiskan kondisi 
masyarakat  

Kondisi ekonomi, social 
budaya, politik, keamanan, 
pelayanan dasar 

 Studi Dokumen  

 Wawancara 
mendalam 

 Observasi 
 

Deskripsi Elemen 
Kapasitas BNPP 

Level Individu: 
Jumlah SDM 
Kualifikasi SDM 
Sarana-Prasarana 
Pemanfaatan ICT 

 



Level Organisasi: 
Struktur Organisasi 
Kepemimpinan 
Komunikasi dan koordinasi 
Anggaran 
Budaya kerja 
Level Sistem: 
Peraturan terkait  
Situasi Global 
Dukungan Masyarakat 
Jaringan kerja 
Kemitraan 

Identifikasi Multi-pihak Pihak-pihak yang melakukan 
kemitraan dengan BNPP 
(pemerintah dan non-
pemerintah) 
Relasi antar pihak-pihak 

 

Identifikasi Peran ICT Pemanfaatan ICT dalam 
kemitraan 
Pemanfaatan ICT dalam 
menjalankan tugas dan fungsi 
Pemanfaatan ICT untuk 
mendapatkan informasi 
Pemanfaatan ICT untuk 
pelayanan 

 

Analisis Kemitraan Multi-
pihak meningkatkan 
kapasitas BNPP  

Manfaat-manfaat kemitraan 
multi-pihak 
Tingkat ketercapaian program 
Tingkat kesejahteraan 
masyarakat meningkat 

 

Sumber: Peneliti, 2024 
 

Tabel 2 
Tahapan Prosedur Penelitian 

 

Tahapan 
Kegiatan 

Prosedur Hasil Indikator PIC 

Persiapan 

Finalisasi 
Proposal 

Diskusi dan revisi 
proposal 

Proposal 
Penelitian 

Sesuai 
panduan 
DRTPM 

-Rusdiyanta 

Perijinan Membuat surat ijin 
penelitian ke BNPP  

Dokumen 
Perijinan 

Persetujuan 
ijin 
penelitian 

-M. Nadhief 
-Septian 

Literature 
Review 

Mengumpulkan 
artikel dan buku untuk 
direview 

Paradigma, 
teori, konsep 
yang relevan 
dengan 
masalah 
penelitian 

Kebaruan 
penelitian 

-Bambang P 
-Tulus Y 
-Samsinar 
-M. Nadhief 
-Septian 



Desain 
Instrumen 
Penelitian 

Mengidentifikasi 
dimensi dan indicator 
untuk menyusun 
panduan 

Pedoman 
wawancara, 
pedoman 
suvei, daftar 
masalah 
yang relevan 

Tersusunnya 
pedoman 
wawancara 
dan survei 

-Bambang P 
-Tulus Y 
-Samsinar 

Pelaksanaan 

Wawancara 
Mendalam 

Menghubungi 
informan, melakukan 
wawancara 

Transkrip 
wawancara 

Jelas, 
lengkap 

-Rusdiyanta 
-Bambang P 
-Tulus Y 
-Samsinar 

Pengumpulan 
data skunder 

Mendatangi BNPP, 
BPPD, 
kementerian/lembaga 
terkait 

Tersedianya 
data yang 
relevan 

Lengkap, 
Jelas 

-M. Nadhief 
-Septian 

Survei Melakukan visit ke 
kawasan perbatasan 

Tersedianya 
data kondisi 
eksisting 

Lengkap, 
Jelas 

-Rusdiyanta 
-Bambang P 
-Samsinar 

Pengolahan Data 

Reduksi Data Melakukan klasifikasi 
dan pengurangan 
data yang tidak 
relevan 

Tersedianya 
data yang 
relevan dan 
valid 

Data yang 
relevan 

-Rusdiyanta 
-Bambang P 
 

Display data Melakukan 
pembuatan table, 
grafik, gambar  

Tersedianya 
data yang 
sudah 
dipaparkan 
(hasil) 

Data 
disajikan 
menarik dan 
jelas 

-Bambang P 
-Tulus Y 
-Samsinar 
 

Penarikan 
kesimpulan 

Melakukan 
interpretasi data 

Tersedianya 
pembahasan 
dan diskusi 

Menjawab 
masalah 
penelitian 

-Rusdiyanta 
-Bambang P 
-Tulus Y 
-Samsinar 

Pelaporan 

Penyusunan 
Laporan 

Semua tim terlibat, 
sesuai 
kompetensinya 

Tersusunnya 
laporan 
penelitian 

Sesuai 
panduan 
DRTPM 

-Rusdiyanta 
-Bambang P 
-Tulus Y 
-Samsinar 

Diseminasi 
hasil 
penelitian 

Penyusunan artikel 
oleh tim 

Tersusunnya 
naskah 
artikel siap 
submit 

Sesuai 
template 
jurnal yang 
dituju 

-Rusdiyanta 
-Bambang P 
-Tulus Y 
 

Diseminasi 
hasil 
penelitian 

Penyusunan buku 
oleh tim 

Tersusunnya 
naskah buku 
siap terbit 

Sesuai 
template 
penerbit 
yang dituju 

- Rusdiyanta 
-Tulus Y 
 

Sumber: Peneliti, 2024] 

F. JADWAL PENELITIAN 
Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan 
berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian 

[Tahun ke-1 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Persiapan             



2 Finalisasi Proposal             

3 Pra Pengamatan             

4 Pengurusan Ijin             

5 Review Literatur             

6 Penyusunan Pedoman 
Wawancara dan Pengamatan 

            

7 Wawancara mendalam             

8 Analisis data              

9 Penyusunan laporan             

10 Penulisan dan submit artikel             

11 Penulisan buku             

12 Pendaftaran HKI             

dst.              

 
Tahun ke-n 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              

2              

dst.              

] 
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Pustaka. 
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